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Komisi X DPR RI melakukan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Kabupaten
Serang dalam rangka melakukan fungsi pengawasan untuk melihat secara langsung
pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan data-data faktual mengenai
kendala dan permasalahan dalam melaksanakan regulasi mengenai perundungan
dan kekerasan di sekolah.

Tim Kunker dipimpin oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si selaku Wakil Ketua Komisi
X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dengan anggota tim dari masing-masing
perwakilan fraksi. Tim Kunker Komisi X DPR RI diterima langsung oleh Rudy
Suhartanto (Pj. Sekda Kabupaten Serang) dalam pertemuan di pendopo Bupati yang
dihadiri oleh Dr. Al-Muktabar (Pj. Gubernur Banten), kepala dinas terkait dan para
pemangku kepentingan bidang pendidikan. Dalam Kunker ini didampingi juga oleh
pejabat dari mitra kerja Komisi X DPR RI yaitu Lindung Saut Maruli, S.E. (Inspektur I),
Dr. Praptono (Sekretaris Dirjen PAUD Dikdas Dikmen), dan Rusprita Putri Utami, S.E.,
M.A. (Kepala Pusat Penguatan Karakter).

Selain pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan, Tim Kunker
Komisi X DPR RI juga melakukan peninjauan ke SDN Kragilan 1. Dalam pertemuan
dan peninjauan dilakukan dialog antara Komisi X DPR RI dengan para pemangku
kepentingan pendidikan. Diantara permasalahan yang mengemuka dalam hal
pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan satuan pendidikan yang
disampaikan oleh pemangku kepentingan pendidikan, yaitu (1) kurangnya kesadaran
dan pemahaman mengenai perundungan dan kekerasan di sekolah; (2) SDM yang
tidak mendapatkan pelatihan memadai; (3) siswa takut dan malu melaporkan. Kondisi
ini perlu mendapat perhatian dari pemda dan guru serta kepala sekolah, agar seluruh
satuan pendidikan mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai, serta
memberikan konfirmasi jika terjadi kekerasan atau perundungan.

Selain itu disampaikan juga usulan penguatan implementasi kebijakan, penyediaan
SDM dan penguatan edukasi, serta perlunya membangun sistem pelaporan yang
aman. Bahkan diusulkan juga perlunya penerapan sanksi sesuai tingkat
pelanggarannya. Berbagai permasalahan, temuan, dan usulan akan menjadi bahan
tim Kunker Komisi X DPR RI untuk dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat bersama
pemerintah.
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